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PEMKAB KUDUS SIAPKAN RP5,5 MILIAR UNTUK REVITALISASI PASAR 
TRADISIONAL 

\ 
Sumber Gambar:  

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/15/pasar-Kliwon-kds.jpg.webp 
 
Isi Berita:   
Kudus (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan 
anggaran sebesar Rp5,5 miliar untuk revitalisasi tujuh pasar tradisional sebagai upaya 
meningkatkan daya tarik masyarakat berbelanja ke pasar. 
"Ketujuh pasar tradisional yang menjadi sasaran program revitalisasi tersebut, yakni 
Pasar Bitingan, Wates, Jember, Mijen, Kliwon, Kalirejo, dan Ngembalrejo," kata Kepala 
Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus Albertus Harys Yunanto di Kudus, 
Senin. 
Ia mengungkapkan program revitalisasi dari masing-masing pasar berbeda-beda, karena 
ada yang diarahkan untuk perbaikan atap bangunan, ada yang digunakan untuk 
pembangunan los jualan, serta ada yang untuk peninggian guna menghindari genangan 
banjir. 
Dari ketujuh pasar tersebut, kata dia, anggaran terbesar untuk program revitalisasi Pasar 
Bitingan sebesar Rp2 miliar, sedangkan pasar lainnya bervariasi. 
Hanya saja, imbuh dia, program revitalisasi untuk Pasar Bitingan menunggu serah terima 
dari pihak ketiga selesai, baru bisa dilaksanakan. 
Untuk program revitalisasi dengan anggaran di atas Rp200 juta, maka tahapannya melalui 
proses lelang. 
Di antaranya, ada Pasar Jember, Kliwon, Wates, dan Bitingan yang proses pengerjaannya 
melalui proses lelang. Sedangkan lainnya melalui penunjukan langsung sehingga bisa 
dikerjakan bulan Januari 2024. 
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"Untuk perbaikan fisik bangunan pasar, maka pengerjaannya dilakukan setelah Lebaran 
karena para pedagang selama bulan Ramadhan menjadi musim panen buat mereka," 
ujarnya. 
Ia berharap dengan adanya program revitalisasi yang anggarannya bersumber dari dana 
bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tersebut, maka kondisi pasar tradisional di 
Kudus semakin baik, sehingga bisa meningkatkan minat kunjungan masyarakat untuk 
berbelanja di pasar tradisional. 
 
Sumber Berita: 
1. https://jateng.antaranews.com/berita/520971/pemkab-kudus-siapkan-rp55-miliar-

untuk-revitalisasi-pasar-tradisional, “Pemkab Kudus Siapkan Rp5,5 Miliar untuk 
Revitalisasi Pasar Tradisional”, tanggal 15 Januari 2024. 

2. https://www.wartabanyumas.com/pemkab-kudus-siapkan-rp55-miliar-untuk-
revitalisasi-pasar-tradisional, “Pemkab Kudus Siapkan Rp5,5 Miliar untuk 
Revitalisasi Pasar Tradisional”, tanggal 12 Januari 2024. 

 
Catatan : 
• Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan 

Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 
Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 
Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran 
dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang 
perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini. 

• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman 
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 
• Pasal 1 

a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, 
dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan 
usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. 
Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, 
swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli 
barang melalui tawar menawar. 
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b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 
adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan 
prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran 
Perdagangan. 

• Pasal 3 menyatakan  bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan 
Peraturan Menteri ini tediri atas: 

a. Pasar Rakyat; 
b. Gudang Nonsistem Resi Gudang; 
c. Pusat Distribusi; 
d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan 
e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata, 

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. 
• Pasal 4 

a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oelah pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau 
swasta. 

b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa. 

• Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat. 

• Pasal 25  
a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, 

mencakup: 
(a) Fisik; 
(b) Manajemen; 
(c) Ekonomi; dan 
(d) Sosial. 

b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manjemen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang 
dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peratruan perundang-undangan. 
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c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan 
sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di 
Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk 
mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 
1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran 

Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 
2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 
a) Belanja Daerah; dan 
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 
lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Lampiran 
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja modal 
dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  
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• Bantuan Langsung Tunai (cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan 
pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik 
bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash 
transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT 
adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang 
diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda 
tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.1 

• BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 
berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program 
BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia 
pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin 
untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT 
dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.2 

• Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga 
Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin 
(poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near 
poor) di seluruh wilayah Indonesia.3 

• BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(a) Pasal 55  

a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: 
a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja 
transfer 

b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya 

(b) Pasal 56 
a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang 
dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja 
bantuan sosial. 

 
1 “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian 

Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahanya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 
September 2022, pukul 07:59 

2 Ibid 
3 Ibid 

https://www.duniapengertian.com/2018/03/pengertian-bantuan-langsung-tunai-serta-keuntungan-kelemahan.html
https://www.duniapengertian.com/2018/03/pengertian-bantuan-langsung-tunai-serta-keuntungan-kelemahan.html
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b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga. 

c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja 
bantuan keuangan. 

• DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk 
memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan 
potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan 
imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam 
provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang 
dibagihasilkan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan. 

• Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke 
Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil 
tembakau. 

• Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea 
Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum 
kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT 
di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran. 
 

 
 
Disclaimer : 
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 
suatu instansi 
  


